
PERATURAN BUPATI BEKASI 

NOMOR : 125 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 74 

TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BEKASI, 

Menimbang 

· Mengingat 

a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Keputusan Menteri 
Keuangan Republik Indonesia Nomor 28/KM.7/2020 Tentang Tata 
Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan 
Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang VI Tahun 
Anggaran 2020 dan Surat Kementerian Kesehatan Republik 
Indonesia Nomor : PR.04 .01/ 1 /2158/2020 hal : Rekomendasi 
Penambahan Anggaran Insentif Untuk Tenaga Kesehatan Daerah 
Sampai Dengan Bulan Desember 2020 Gelombang VI, maka perlu 
menyesuaikan kembali Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020; 

b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 74 Tahun 
2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 )  

sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 4 
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten 
dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3 1 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 285 1 ) ;  



2.  Undang-Undang Nomor 1 7  Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3 .  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4 .  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem dan 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 442 1 ) ;  

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7 .  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

8 .  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20 14  tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014  Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

9 .  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 14  Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5  tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14  tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 20 15  Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679 ) ;  

1 0 .  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 20 14 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 560 1 ) ;  

1 1.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 20 19  tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 19  Nomor 198,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410 ) ;  

1 2 .  Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Norrior 2 1 0 ,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028 ) ;  
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13 .  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012  tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 2  Nomor 1 7 1 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

14 .  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

1 5 .  Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010  tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2 0 1 0  Nomor 1 1 0 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155 ) ;  

16 .  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;  

17 .  Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 
Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4738); 

18 .  Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 
Tahun 2 0 1 8  tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 
kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2 0 1 8  Nomor 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 6 1  77 ) ;  

1 9 .  Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010  tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 20 10  Nomor 1 1 9 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 5 1 6 1 ) ;  

20 .  Peraturan Pemerintah Nomor 7 1  Tahun 2010  tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010  Nomor 123 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165 ) ;  
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2 1.  Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012  tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012  Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

22 .  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014  tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014  Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014  
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 

23.  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014  tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  Nomor 123 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 ) ,  

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 1 1  Tahun 2019  tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014  tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019  

Nomor 4 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6321 ) ;  

24 .  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014  tentang Dana 
Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  Nomor 
168,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5558 ) ,  sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014  
tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 
Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016  Nomor 57 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
N omor 5864) ;  

25.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017  tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7  Nomor 73 ,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041 ) ;  

26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2 0 1 7  tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2 0 1 7  Nomor 106 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6057 ) ;  

27.  Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018  tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2 0 1 8  Nomor 2 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6178) ;  
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28. Peraturan Pemerintah Nomor 17  Tahun 2018  tentang Kecamatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 8  Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206); 

29 .  Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2 0 1 8  tentang 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil 
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018  Nomor 109,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 6224); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018  tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 8  Nomor 
248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6279 ) ;  

3 1.  Peraturan Pemerintah Nomor 12  Tahun 2 0 1 9  tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2 019  Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322 ) ;  

32 .  Peraturan Pemerintah Nomor 1 3  Tahun 2 0 1 9  tentang Laporan 

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9  Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);  

33 .  Peraturan Presiden Nomor 16  Tahun 2 0 1 8  tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2 01 8  Nomor 33) ;  

34 .  Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan 
atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 155 ) ;  

35 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13  Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 2 1  Tahun 2 0 1 1  tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13  Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 0 1 1  Nomor 3 10 ) ;  

36 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2 0 1 1  tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  Nomor 450 )  sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 99 Tahun 2 0 1 9  tentang Perubahan Kelima atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2 0 1 1  ten tang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2 019  Nomor 1560 ) ;  
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37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2 0 1 2  tentang 
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012  Nomor 754); 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2 0 1 3  tentang 
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 
Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2 0 1 3  Nomor 1425) ;  

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016  tentang 
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016  Nomor 547); 

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018  tentang 
Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah,dan Tertib Administrasi 
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2 0 1 8  Nomor 630); 

4 1.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018  tentang 
Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2 0 1 8  Nomor 1 2 1 3 ) ;  

42 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2 0 1 9  tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019  Nomor 655); 

43 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang 
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di 
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);  

44 .  Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 19/PMK.07 /2020 tentang 
Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi 
Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam 
Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019  (COVID 19) 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250 ) ;  

45. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
35/PMK.07 /2020 Tentang : Pengelolaan Transfer ke Daerah dan 
Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan 
Pandemi Corona Virus Disease 2019  (Covid-19) Dan/ A tau 
Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian 
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
377 ) ;  

46. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
28/KM.7/2020 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian 
Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 
Tambahan Gelombang VI Tahun Anggaran 2020 ;  

47 .  Surat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian 
Dalam Negeri RI Nomor 140/5439/BPD Perihal Jumlah Pemilih di 
Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak di 
Era Pandemi Corona Virus Disease 2019  (Covid-19); 

48. Surat Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 
141 /2937  /IJ Perihal Pendampingan Pelaksanaan Pemilihan 
Kepala Desa Serentak Tahun 2020 .  

49. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010  
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bekasi Tahun 2 0 1 0  Nomor 3 ) ;  
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50. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nornor 6 Tahun 2 0 1 1  
tentang Retribusi Daerah (Lernbaran Daerah Kabupaten Bekasi 
Tahun 2 0 1 1  Nornor 6) sebagairnana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Daerah Nornor 1 Tahun 2 0 1 7  tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi 
Nornor 6 Tahun 2 0 1 1  tentang Retribusi Daerah (Lernbaran 
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2 0 1 7  Nornor 1 ) ;  

5 1 .  Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nornor 1 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran 
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nornor 1 ) ,  sebagairnana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nornor 
7 Tahun 2 0 1 5  tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lernbaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 20 15  
Nornor 7 ) ;  

52 .  Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nornor 6 Tahun 20 16 
tentang Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Bekasi sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bekasi Nornor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nornor 6 Tahun 2016 
tentang Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Bekasi (Lernbaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 
Nornor 2 ) ;  

53. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nornor 4 Tahun 20 17  
tentang Hak Keuangan dan Adrninistratif Pirnpinan dan Anggota 
DPRD (Lernbaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 20 17  
Nornor 4);  

54. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nornor 5 Tahun 20 18  
tentang Pajak Daerah (Lernbaran Daerah Kabupaten Bekasi 
Tahun 2018  Nomor 5) ;  

55. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2018  
tentang Pernyataan Modal Pernerintah Daerah pada PT Bank 
Pernbangunan Daerah Jawa Barat Tbk (Lernbaran Daerah 
Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nornor 6 ) ;  

56 .  Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nornor 4 Tahun 2 0 1 5  
tentang Penyertaan Modal Pernerintah Kabupaten Bekasi Pada 
Perusahaan Daerah Air Minurn (PDAM) Tirta Bhagasasi Bekasi 
(Lernbaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2 0 1 5  Nornor 4) 
sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Bekasi Nornor 8 Tahun 2019  tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Bekasi Nornor 4 Tahun 2 0 1 5  tentang 
Penyertaan Modal Pernerintah Kabupaten Bekasi Pada 
Perusahaan Daerah Air Minurn (PDAM) Tirta Bhagasasi Bekasi 
(Lernbaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019  Nornor 8) ;  

57 .  Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nornor 9 Tahun 2019  
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019  
Nornor 9) ;  

58.  Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nornor 4 Tahun 2020 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020 (Lernbaran Daerah Kabupaten Bekasi 
Tahun 2020 Nornor .4); 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 74 

TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 74 Tahun 2020 tentang 

Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 120 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Bekasi Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan 

APBD Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 

120) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp6.633 .717.481.160,00,  

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 

Anggaran 2020 sejumlah Rp6 .642.589 .908 .563 ,00 dengan rincian sebagai 
berikut: 

a. Pendapatan Daerah 
1 .  Sebelum Pergeseran 

2 .  Bertambah/(berkurang) 
Jumlah setelah pergeseran 

Rp 5.479 .540 . 107 . 142 ,00 

RD 8.872427.403,00 
Rp 5.488.412 .534.545,00 

b .  Belanja Daerah 

1 .  Se belum Pergeseran 

2.  Bertambah/ (berkurang) 
Jumlah setelah pergeseran 

Surplus/ (Defisit) 
c .  Pembiayaan Daerah 

1 .  Penerimaan 

a) Sebelum pergeseran 

b) Bertam bah/ (berkurang) 
J umlah setelah pergeseran 

Rp 6 .553 .717.481.160 ,00 

RD 8.872.427403,00 
Rp 6 .562.589 .908 .563 ,00 
Rp (1.074 . 177 . 374 . 0 18 ,00 )  

Rp 1.154 . 177 .374 . 0 18 ,00 

Rp 0 
Rp l.154 . 177 .374 .018 ,00 

2 .  Pengeluaran 
a) Sebelum pergeseran Rp 80 .000 .000 .000 ,00 
b) Bertambah/(berkurang) p O 

Jumlah setelah pergeseran Rp 80 .000 .000 .000 ,00 

Jumlah Pembiayaan Netto setelah pergeseran Rp l.074 . 177 .374 .018 ,00 
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah pergeseran Rp 0 

2 .  Ketentuan Lampiran la dan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. 
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. 

Pasal II 

Peraturan Bupati Bekasi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini, dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi. 

Ditetapkan di 
pada tanggal 

Cikarang Pusat 
22 Desember 2020 

BUPATI BEKASI 

t.t .d 

EKA SUPRIA ATMAJA 

Diundangkan di : Cikarang Pusat 
Pada tanggal : 22 Desember 2020 

S IS DAERAH KABUPATEN BEKASI, tv\ 

" BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 125 
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